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Daerah Jawa Barat - Banten mempersembahkan buku dengan judul Dinamika
Permukeiman Dalam Budaya Indonesia.
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PENGANTAR EDITOR

Terbitan ilmiah Dinamika Permukiman Dalaim Budaya Indonesia kali ini
menampilkan scjumlah artikel yang menunjukkan semakin luasnya cakupan riset
lembaga ini. Masalah yang dibahas pun meliputi berbagai isu aktual, dengan topik
permukiman yang mendominasi kajlan ini. Beberapa penelitt bahkan secara
konsisten menulis artikel yang menjadi minat kajiannya. Octaviadi Abrianto dan
Lutfi Yondri misalnya, telah meneguhkan arsitektur benteng dan permukiman
scbagat objek kajian vang terus didalami dari berbagai sudut. Bahkan dalam
terbitan kali mni aspek hukum mulai disisipkan sebagat penunjang pelestarian data
arkeologt.

Situs Gua Pawon yang diteliti oleh Lutfi Yondri menunjukkan bahwa
hingga kini masih terjadi taritk menarik antara kepentingan pelestarian di satu sisi
dengan tekanan ckonomi masyarakat di sisi lain. Meski sudah didukung dua
produk hukum (Undang-Undang Cagar Budaya dan Keputusan Menteri
Pertambangan  tentang Pedoman Pengelolaan  Kawasan Kars), tetap saja
penambangan batu gamping masih berlangsung di situs tersebut. Tulisan
pembuka ini diharapkan dapat menjadi pemicu dalam menangani manajemen
sumberdaya budaya khususnya arkeologi di wilayah Jawa Barat dan sckitarnya.

D1 dalam pengelolaan warisan budaya sepert yang dikemukakan oleh
Bambang ~ Sulistyanto, penting memperhatikan  kebermaknaan  sosial — (socza/
significance) situs bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Pemberdayaan
masyarakat (sociely empowerment) dipandang bukan hanya mampu meredam konflik
semata, tetapi juga memiliki makna lebih sebagai pertanggungjawaban sosial
arkeolog terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat pengembangan yang
dicanangkan.

Tulisan Nurul Laili tentang permukiman bertradisi megalittk di situs
Serampang, Rawa Sragi, Lampung dengan temuan arkeologis berupa punden
berundak, tembikar, dan keramik asing juga menarik untuk disimak. Lewat
tulisan ini dapat dinyatakan bahwa pertimbangan ekologis sudah diterapkan oleh



pendukung budaya di situs ini, sebagaimana tampak pada lokasi situs di daratan
yang lebih tinggi dari kawasan sekitar. Selain kering, area ini cukup nyaman dan
memudahkan pengamatan terhadap musuh yang akan datang.

Rekonstruksi yang dilakukan Narang Saptono terhadap rata letak Thub
dan Umbn/ pada permukiman masyarakat Lampung meski pelik, namun akhirnya
dapat terungkap. Hasilnya, terdapat hubungan fungsional antara Téyuh dan Umbul
sebagaimana hubungan antara kota induk dengan kota satelit. Pasang surutnya
kota berbentuk stellar, yakni kota induk dengan kota satelitnya dipengaruhi oleh
sarana transportasi dan telekomunikasi. Dengan demikian, lancar tdaknya
pertukaran informasi antara Tiyuh dan Umbul tergantung pada kualitas prasarana
transportasi dan jarak yang menghubungkan keduanya.

Studi etnoarkeologi di Cikoneng, Banten yang dilakukan Effie Latifundia
memperlihatkan bahwa desa ini merupakan tempat etnis Lampung tinggal yang
huniannya diperkirakan sejak abad ke-16. Temuan arkeologis berupa mesjid dan
makam kuno di sekitarnya merupakan bukti yang mempertegas kehadiran tokoh
penyebar Islam di desa ini. Melalui wawancara dengan sejumlah tokoh juga
diperoleh keterangan bahwa budaya Lampung hingga kini masih kuat bertahan di
desa ini seperti nampak pada sistem kekerabatan, bahasa, dan berbagai upacara
adat.

Penelitian permukiman juga dapat dilakukan melalui sudut pandang
etnografi. Riset Tiwi Purwitasari di tepian Sungai Belayan yang dihuni suku Dayak
Modang menggambarkan betapa unsur sungai menjadi penentu berkembangnya
budaya suku ini. Rekaman terhadap keragaman hayati dan budaya yang terdapat
di permukiman ini menjadi penting mengingat kemungkinan punahnya budaya
suku ini dalam menghadapat arus modernisast.

Kajian permukiman lewat data prasasti juga dapat ditemukan pada
penerbitan ini. Memasuki masa sejarah, peran Prasasti Huludayeuh menjadi
penting sebagaimana artikel yang ditulis Endang Widyastuti. Prasasti itu
menguraikan kondisi sosial budaya masyarakat Cirebon masa pemerintahan Raja
Surawisesa yang religius. Hal ini dapat dibuktikan melalui dua situs permukiman
di Gunung Lumpang dan Pejambon.

Dinamika budaya Indonesia masa kolonial Eropa dibuktikan pula
melalui kajian arsitektur benteng. Kajian teoritis Octaviadi Abrianto yang
melakukan upaya rekonstruksi benteng menemukan adanya tiga tahap
perkembangan. Tahap pertama abad ke-15-17 Masehi, pendirian benteng sekedar
untuk melindungi satu wilayah. Tahap berikutnya abad ke-18-19 Masehi, benteng
mulai dilengkapi dengan sistem pertahanan luar seperti parit, tangul tanah, dan
bastion luar. Berikutnya, tahap ketiga terjadi setelah revolusi industri. Pada masa
ini rancang bangun benteng mulanya berada di permukaan tanah mulai dibuat
dari beton cor bertulang serta berada di bawah permukaan tanah.

Masih di era kolonial Belanda, bentuk permukiman yang masih dapat
dijumpai di antaranya adalah pabrik teh dan sisa bangunan bekas rumah dinas
Sinder Kepala di perkebunan Cisaruni, Garut. Harus diakui bahwa stud: tentang
bangunan pabrik kuna masih relevan mengingat sedikitnya sisa bangunan jenis in1
yang masih bertahan. Kajian Iz Nuralia terhadap bukti-bukti sejarah di wilayah



ini sangat penting mengingat kemungkinan kedua bangunan ini berpotensi
sebagai objek wisata. Apalagi bangunan bekas rumah dinas Sinder kepala ini akan
diratakan sehingga semakin banyak jejak budaya masa lalu Indonesta vang akan
punah. Rekomendast riset ini semakin mengukuhkan bahwa orientasi pelestarian
vang berlanjut pada pemanfaatan bangunan permukiman ini makin nyata.

Studi perkotaan mulai muncul mewarnai dinamika permukiman
Indonesta. Oerip Bramantyo Boedi menyajikan hasil pengamatannya terhadap
kedudukan dan fungsi bupati kaitannya dengan tata kota kabupaten di Priangan
abad ke-19 Maschi. Bupat di Priangan pada awalnya merupakan penguasa
bawahan dart kerajaan Mataram Islam. Secara tradisional dalam kehidupan sosial
politik, bupati menempati ungkat tertinggi. Namun pada masa kolonial Belanda,
kedudukan bupati mengalami perubahan, yakni sebagai pegawar pemerintah
kolonial Belanda. Kedudukan bupat~dengan segala atribut feodalnya — diperkuat
oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan tujuan untuk memudahkan cksploitasi
tanah Priangan. Penguatan kedudukan bupati juga tercermin dalam penataan
unsur-unsur kota yang berpola tradisional.

Tinjauan pengaruh budaya Cina dalam permukiman kuna, dapat diamati
pada sisa keramik di situs Cileuleuy. Analisis Sudarti Prijono terhadap temuan
keramik di situs tersebut menyimpulkan bahwa situs ini pernah dihuni pada
sckitar abad ke-7-10 Mascht. Temuan keramik dart masa Dinasa T uie
memperkuat waktu hunian tersebut, bahkan diduga kuat pendukung budava di
sttus il merupakan lanjutan dart masa perundagian, mengingat situs int udak
jauh dart situs Cipart vang berindikator kuat dart masa perundagian.

Kajian arsitcktur Cina di Indonesia (khususnya di Jawa Barat) dilakukan
pula oleh Desril Riva Shanti. Tasikmalaya, yang terkenal dengan cirt kuat sebagai
kota santrt muslim, ternvata menyimpan pula aset budaya Cina. Deskripsi vang
dilakukan secara runut pada Vihara Avalokitesvara menghasilkan simpulan vang
cukup berart. Vihara in1 ternvata digunakan oleh uga umat, vakni vang beraliran
Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Altar-altarnya memuat tiga arca, vaitu
Khong Hu Cu, Lao Tze, dan Buddha Gautama.

Membahas kajian  permukiman menjadi kurang lengkap jika udak
mengulas sekaligus metodologinva. Satrio dan Latfi Yondri menutup terbitan
nomor 1ni dengan kajian metode analisis pertanggalan 13C dengan absorpsi COoz.
Mctode ini sering  disebut direct counting COs, karena radioisotop MC yang
terkandung di dalamnya secara langsung dicacah dan dikonversi menjadi umur.
Pengembangan dan pencrapan metode ini dilakukan dengan tujuan mendukung
berbagai penelitian arkeologi secara cepat, hidrologi isotop, studi iklim, geology,
kelautan, karena lebih bersifat praktis dan ckonomis.

Membaca penerbitan ini, dapat ditegaskan bahwa riset-riset yang
dilakukan semakin menunjukkan tingkat kedewasaan dan keluwesan para
penelitinya dalam memandang objek arkeologi. Data permukiman begitu solid
disajikan sejak masa Prasejarah hingga munculnya pengaruh budaya Eropa dan
Cina. Dengan area yang luas serta keragaman data arkeologinya, maka peluang
untuk memanfaatkan sumber daya budaya ini mejadi lebih besar. Publik Jawa
Barat tentu berharap tidak sekedar mendapat informasi budayanya (melalui buku



ini), melainkan juga manfaat ekonominya bagi kesejahteraan mereka. Oleh karena
itu, tantangan ke depan adalah bagaimana warisan budaya di wilayah Jawa Barat
dapat dimanfaatkan secara opumal, baik oleh sektor pemerintah, sektor swasta,
maupun sektor komunitas. Dengan demikian, prinsip “HERITAGE FOR AILL™
sebagaimana kini terus dikampanyekan dapat segera terwujud di wilayah Jawa
Barat.

Jakarta, November 2008

Editor
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SITUS DAN LINGKUNGAN GUA PAWON
DI ANTARA PENAMBANGAN DAN
PELESTARIAN

Lutfi Yondr'

Sari

Gua Pawon merupakan salah satu gua prasejarah vang cukup hangat
menjadi topik penclitian arkeologi pada akhir-akhir ini. Gua Pawon berada di
bukitgamping Pasir Pawon yang termasuk dalam kawasan perbukitan gamping
(kars) Rajamandala, dan merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa
Gunung Masigit, Kecamatan Cipartat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi jawa
Barat. Melihat hasil penclitian arkeologis yang telah dilakukan oleh Balai
Arkeologi Bandung, serta penelitian-penclitian yang dilakukan oleh lembaga lain
di kawasan tersebut, dapat dicatat berbagai bentuk potensi budaya dan alam vang
amat penting untuk membuka salah satu tabir keprasejarahan di kawasan jawa
Barat. Bahkan Gua Pawon sangat prospektf sebagai tujuan wisata, baik wisata
alam, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Namun, di balik semua data yang membanggakan tersebut, dilemaus
antara kepentingan pelestarian dan kepentingan ekonomi sesaat hari ke hari terus
menggerus  kawasan Gua Pawon. Walaupun situs tersebut sccara  hukum
termasuk kawasan yang dilindungi oleh undang-undang, juga telah dibarengi olch
peraturan dacrah berupa peraturan vang dikeluarkan oleh Gubeinur Provinsi
Jawa Barat, namun proses penggerusan situs masih terus berlangsung, seolah
tanpa dapat dihentikan.

Tulisan int menguraikan berbagai permasalahan Gua Pawce., baik
unggalan, lingkungan, dan daya dukung lainnya scbagai salah satu kawasan yang

" Peneliti pada Balai Arkeologi Bandung



2 Dinamika Permukiman Dalam Budaya Indonesia (1 — 15)

memiliki prospek untuk pengembangan ke depan, sehingga nantinya dapat
dijadikan sebagai masukan dalam pelestariannya.

Abstract

Pawon Cave is one of the prebistoric remain which gaining significant importance  as
a research topic of archaeology recently. Pawon Cave located at the limestone bill as a part of
Rajamandala limestone area, Gunung Masigit administration region, Cipatat District, West
Coast of Bandung Residence, West Java Province. From some of archeological research done by
Balai Arkeologi Bandung, and other institutes in the area, can be noted various cultural and
natural potencies to open one of prebistoric veil in West Java area, a very prospective as purpose
means to natural and cultural, and scientifically tourism.

But, bebind all the satisfying facts, there is an indulging problem between preserving
the site and economical value function of the Pawon Cave. Though the site has legally become a
natural bistorical preservation area which protected by West Java Provincial Laws the grinder
processes cansed by extracting sand still continues. This article tries to elaborates every problems
involving surrounding, archaeological remains and potential resources in Pawon Cave, for
Jfurther inputs on preserving the area.

Kata Kunci : gua pawon, lingkungan, kerusakan, perlindungan, pelestarian

Pendahuluan

Patut dicatat, penemuan gua hunian di sekitar kawasan Danau Bandung
Purba merupakan satu hal yang baru dalam dunia penelitian prasejarah di daerah
Jawa bagian barat, karena dari hasil penelitian sebelumnya belum ada satu pun
temuan budaya yang didukung oleh kehidupan yang memanfaatkan gua sebagai
tempat hunian di kawasan ini.

Gua Pawon terletak di dinding sisi sebelah Utara Pasir Pawon
(Dok. Lutfi Yondn, 2005)



Situs dan Lingkungan Gua Pawon Di Antara Penambangan ...(Lutfi Yondri) 3

Lokasi-lokasi temuan tersebut umumnva ditemukan di lahan terbuka
vang terletak di perbukitan dan di lereng-lereng perbukitan. Menilik kondist
beberapa tempat penemuan, tampak seolah-olah ada kecenderungan manusia
waktu itu hanya mendiami tempat-tempat terbuka yang dekat dengan sumber air
seperti pinggir sungal, dan tepian danau. Hal ini sesuai dengan argumentasi yang
dikemukakan oleh R.P. Soejono, yang menyatakan bahwa pada masa itu tempat-
tempat yang didiami adalah tempat-tempat yang agak tinggi dan bukit-bukit yang
adakalanya dikelilingi oleh sungai atau jurang serta dipagar oleh hutan. Menurut
Socjono (1984), tujuannya adalah untuk melindungi diri dari serangan musuh
atau gangguan binatang buas.

Berita tentang adanya tinggalan gua di kawasan vang diperkirakan
merupakan bagian dari rangkaian tepian Danau Bandung Purba, tepatnya di
kawasan bukit gamping Pawon, sebenarnya dimasa lalu pernah dicatat oleh R.P.
Koesumadinata pada tahun 1959, dalam bukunya vang berjudul Riwayar Geologi
Dataran Tinggi Bandung. Dia menyebutkan bahwa di sckitar bagian belakang
(isulah bagian belakang ini setelah dicocokkan dengan hasil pembacaan peta
topografi bagian ini merupakan sisi sebelah utara) dari Gunung Pawon.

il R ki ) MRS REH 2 it ik 5
Keletakan Pasir Pawon di antara Pasir Bancana dan perbukitan gamping yang sudah
mengalami penambangan (Dok. Lutfi Yondri, 2005)

B

Secara garis besar kawasan gua-gua tersebut berada pada dataran yang
bergelombang, dengan ketinggian antara 709-736 m di atas permukan laut. D1 sisi
scbelah utara gua terdapat aliran sungai Cibukur dan hamparan perbukitan dan
dataran yang cukup luas yang sekarang ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai
perkebunan dan lahan persawahan. Berdasarkan peta geologi kuarter Lembar
Cianjur, kawasan ini termasuk dalam kawasan Formasi Rajamandala, anggota
batugamping (0-650 m) dibentuk oleh gugusan batugamping pejal, dan
batugamping berlapis, kebanyakan berwarna muda dengan foraminifera besar
berlimpah (Sudjatmiko, 1972).

Pasir Pawon yang didominasi oleh batugamping terletak sekitar km 23
dan 24 arah scbelah barat Kota Bandung. Daerahnva mudah dijangkau, karena
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berada di pinggir jalan Bandung — Jakarta via Cianjur. Secara administrauf
termasuk ke dalam Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat, Kabupaten
Bandung Barat. Koesumadinata menyebutkan bahwa gua kapur vang terbesar
memiliki ukuran sedalam 40 m. Pada saat 1tu untuk sampai ke lokast gua harus
mengikuti jalan sctapak sampai pohon-pohon bambu, di mana terdapat mata air.
Tiga puluh meter dari tempat itu terletak gua tersebut. Gua yvang paling besar
mencapai tunggl & 30 m dan berlubang, dari mana cahaya matahari dapat masuk
menyerupai tang asap dapur (schoorsteen). D1 dalam gua-gua banyak terdapat batu-
batuan dengan bentuk yang anch-aneh, seperti busur-busur besar dan blok-blok
raksasa  vang menggantung (Koesumadinata, 1959: 35). Mungkin vang
dimaksudkan oleh Koesumadinata tentang batu-batu anch terscbut adalah
stalagur dan stalagmit vang banyak terdapat di dalam gua tersebut.

A Ll AN S e

Bagian stalagtit di ruang Gua Pawon yang sebagtan sudah mati
karena gundulnya bagian puncak Pasir Pawon (Dok. Lutfi Yondri, 2005)

Saat sekarang sebagian besar stalagut dan stalagmit tersebut sudah
banyak yang hilang, mungkin disebabkan karena adanya perubahan lingkungan
gua yang sudah berubah menjadi kering, karena hilangnya berbagai tumbuhan
yang sebelumnya diperkirakan banyak tumbuh di bagian atas bukit di mana gua
tersebut berada.
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Keletakan Pasir Pawon dan Gua Pawon di kawasan perbukitan Gamping (kars)
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Selain rusaknya lingkungan Pasir Pawon yang kemudian menycebabkan
rusaknya ornamen-ornamen gua sepert stalagtit dan stalagmit vang ada di dalam
gua, sampat sckarang masth banyak permasalahan yang terjadi vang nanunva akan
mengancam terhadap kelestrian gua. Dalam makalah 11 sebelum membahas
tentang berbagai bentuk kegiatan penambangan yang mengancam  terhadap
kelestarian Gua Pawon, sebelumnya akan diuraitkan terlebih dahulu tentang
berbagai hasil penclinan yang pernah dilakukan di gua terscbut, serta tentang
ragam tinggalan budaya yang ada di gua tersebut, dan kemudian menjadi sangat
penting untuk dilestarikan.

Penelitian dan Ragam Tinggalan Arkeologi di Gua Pawon

Pengungkapan tentang gua-gua di sckitar bukit pamping di Desa
Gunung Masigit ini, baru terungkap kembali serelah Kelompok Riset Cekungan
Bandung (KRCB), melakukan surver geologi di kawasan tersebut. Pada saat
pengamatan di kawasan Gua Pawon dengan menggunakan alar geomagnetik,
mercka menemukan anomali-anomali di dalam tanah di bawah lapisan tanah
lantai gua. Berdasarkan hal tersebut, kemudian tum dari Balai Arkeologi Bandung
melakukan pengecekan dan penelitian pada bulan Juli 2003.

Secara keseluruhan tampak bahwa Gua Pawon di masa lalu memiliki
ukuran yang cukup luas, terdiri dari beberapa buah ruang vang tersebar dari barat
ke timur. Di bagian paling barat terdapat ruang yang memiliki bagian atas tembus
seperti yang sebelumnya pernah dilaporkan oleh Koesoemadinata (1959), agak ke
bagian tengah kontur tanah semakin meninggl, dan di bagian i terdapat lag
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beberapa ruang vang agak sempit, dengan bentuk permukaan lantai vang miring
ke arah utara. Bagian atap dan dinding gua bagian tengah sebagian besar
kemungkinan  sudah banvak  berubah vang  ditandar banvaknya  runtuhan
batugamping berbentuk  bongkahan.  Mungkin - di masa  lalu bongkahan-
bongkahan 1tu merupakan bagian dari atap bagian tengah gua. Ke arah sisi umur
gua, kontur tanah makin menurun dan agak curam.

Penehitan di Gua Pawon telah dilakukan pada tahun 2003, 2004, dan
2005 olch Balai Arkcologt Bandung di bagian tengah kawasan gua, vaitu pada
ruang vang paling utuh dari kawasan Gua Pawon. Beberapa benruk lapisan tanah
vang teramaty, dari permukaan hingea kedalaman 180 em, terdirt atas 5 lapisan
tanah vang diberi kode dengan huruf A, B, C, 1D, dan L. Masing-masingnva
merupakan lapisan yang terdirt dart tanah urugan, lapisan serbuk gamping dan
pasir, pasir halus dan kertkil halus, pasir dengan kandungan kerikal agak padat,
serta lapisan lempung pasiran, kerikilan dan gampigan (Yondri, 2003, 2004a,
2004Db, 2005).

Pada lapisan-lapisan  tanah 1ulah kemudian berhasil ditemukan berbagai
unggalan manusia, baik vang berasal dart kehidupan masa kini maupun dari
kehidupan masa lalu (prascjarah). Secara stratigrafis temuan sisa kehidupan masa
kini berada pada lapisan atas, sementara ttu temuan sisa kehidupan  masa lalu
berada pada lapisan yang lebih dalam. Temuan-temuan tersebut antara lain terdiri
dart sampah masa kini berupa pecahan kaca, rtup botol, plasuk, sedangkan
temuan dart sisa kehidupan masa lalu terdin dari wlang (s1sa fauna), gerabah, sisa
flora (byjt kemirt), alat serpih, serpih, dan tatal dart bahan rijang dan obsidian, alar
tulang, perhiasan dart gigr tkan, serta temuan kerangka manusia.

Analisis pertanggalan C-14 di Gua Pawon, vang dilakukan melalus
sampel arang untuk R.1 dan R.IL dan sampel tulang untuk RIIL, dan ROV,
diperoleh uga pertode pertanggalan. Sampel arang vang dikorelasikan dengan R.1
dan RII memiliki pertanggalan 5660 + 170 BP. Sampel wlang R.III untuk
pertanggalan rangka 111 menghasilkan pertanggalan 7320 £+ 180 BP. Sementara
in sampel tulang RIV untuk pertanggalan rangka IV diperoleh pertanggalan
9525 + 200 BP (Yondri, 2005).

Gua-Gua dan Temuan Lain di Pasir Pawon

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, terdata bahwa di kawasan Desa
Gunung Masigit, sclun Gua Pawon terdapat paling ddak dua gua lain yang juga
memiliki ukuran vang cukup luas, vaitu Gua Peteng dan Gua Kewuk vang
kesemuanya berada dalam satu kawasan bukit (Pasir) gamping Pawon. Penamaan
gua-gua terscbut berasal dart isulah lokal (Bahasa Sunda), karena penamaan
tersebut diberikan masvarakat sesuat dengan vang mereka rasakan dan mercka
lihat pada saat mengunjungi gua-gua tersebut.
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5

Bagian mulut Gua Peteng yang terletak lebih rendah dari Gua Pawon
di bagian sisi utara Pasir Pawon (Dok. Lutfi Yondri, 2005)

Gua Peteng terletak di bagian bawah ruang Gua Pawon, terletak
memanjang dengan orientasi utara selatan, dengan bagian mulut berada di sisi
sebelah utara. Di bagian depan gua tumbuh rumpun bambu yang cukup lebat
dan pohon yang cukup besar, sehingga mengakibatkan pencahayaan ke bagian
dalam gua menjadi berkurang. Mungkin karena kurangnya pencahayaan itulah
kemudian gua tersebut disebut oleh masyarakat setempat dengan nama Gua
Peteng (Bhs. Sunda peteng berarti remang-remang atau gelap). Agak ke timur dari
Gua Pawon, pada jarak lebih kurang 100 meter, terdapat sebuah gua lagi yang
oleh penduduk setempat disebut Gua Ketuk. Gua tersebut sampai sekarang
jarang dikunjungi, dan sebagian besar bagian mulut gua ditutupi oleh semak yang
cukup rapat.

Menuju ke bagian puncak Pasir Pawon, melalui jalan setapak yang agak
vertikal diselingi bongkahan batu-batu gamping berukuran besar seolah
memperlihatkan satu taman batuan (s7ome garden). Di antara bebatuan tersebut
ternyata oleh masyarakat kemudian, khususnya pada masa perkembangan budaya
megalitik, juga dilakukan aktivitas di puncak pasir ini. Hal ini dibuktikan dengan
terdapatnya batu monolit berbahan andesit yang di tata sedemikian rupa berupa
menhir dan batu pipisan. Walaupun konteks dan asosisasi tinggalan ini sudah
tidak diketahui lagi, paling tidak tinggalan tersebut memberikan arti penting
bahwa lokasi tersebut pernah dimanfaatkan oleh masyarakat masa lalu selaku
pendukung tradisi budaya megalitik.
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Batu monolit (menhix), salah satu bentuk monumen megalitik di di bagian puncak
kawasan Pasir Pawon (Dok. Lutfi Yondr, 2005)

Dari berbagai bentuk tinggalan budaya masa lalu termasuk temuan
manusia yang ditemukan tersebut, dapat kita lihat adanya satu perkembangan
budaya yang melintasi kurun waktu vang cukup lama di kawasan Gua Pawon,
vaitu dari era mesoliuk hingga ncolitik. Lintasan budaya tersebut diwakili oleh
temuan-temuan budaya vang ditemukan di Gua Pawon, sementara itu untuk
periode budaya yang kemudian diwakili oleh temuan megalitik di bagian puncak
Pasir Pawon.

Nilai Kegeologian Pasir Pawon

Secara geologi kawasan bukit-bukit gam=iag yang terdapar dikawasan
Cipatat itu merupakan sisa bagian alam vang sudan sangat langka untuk dilihat di
sckitar kawasan Bandung Pasir Pawon (731,99 m dpl) merupakan bagian kecil
dari Kawasan Tagog-apu — Citatah yang tersusun oleh batu-gamping dengan
bentang alam berupa bukit-bukit kerucut yang khas biasa disebut &ars. Benrang
alam demikian memperlihat-kan morfologi unik dan eksotik yang langka di
kawasan Jawa Barat. Di bagian puncak dari Pasir Pawon ini tersingkap sisa-sisa
pelarutan batugamping yang menye-upai tugu-tugu batu (dikenal sebagai taman
batu), scolah memperlihatkan saru taman bawan (stone garden) . Bila dilihat secara
bentuk keseluruhan, bukitnya menunjukkan reladf kerucut dengan bagian puncak
membulat, hal in1 udak terlepas dari proses eksokars dan endokars vang terjadi di
Pasir Pawon.



10 Dinamika Permukiman Datam Budaya Indonesia (1 —13)

.oy
.

Bagian puncak Pasir Pawon dengan hamparan bongkahan lapukan batugamping vang
berbentuk seperti taman (Dok. Lutfi Yondi, 2005)

Batu gamping vang tersingkap di sekitar Tagog Apu tempat Pasir Pawon
berada, terendapkan pada kala Oligo-Miosen (30 sampat 20 juta tahun yang lalu).
Khususnva batugamping di Pasir Pawon memperlihatkan bedded vang discrra
fosil koral vang melimpah dengan fasies berupa platy-coral branching-coral bonndstone.
Laptsan batugamping kava koral mi banvak berasosiast dengan joraminifera
bentonik. terbentuk pada laut dangkal (open reet vioals) berumur Oligosen Akhir
sampat Miosen Tengah. Pemunculan batagamping ta ini {(endapan lauty vang
tersingkap di dataran tinggi Bandung (darat) karcna proses geologt {stratigrafi,
struktur geologi) merupakan singkapan vang langka dan kekhasannva dapat
menjadi prototipe faces batugamping, schingga keterdapatannya bisa dijadikan
laboratorium alam bagi perkembangan ilmu kebumian.

Dart aspek hidrogeologi sebagat cabang ilmu geologl, Pasir Pawon in1
menjadi sangat penting karena fungsinva sebagai tandon air vang dapat menjad
cadangan air tanah bagi masvarakat sckitarnva. Selain itu, Pasir Pawon dapat
menjadi lokasi penclitan untuk pengembangan ilmu hidrogeologi (model air
tanah kawasan kars), karena secara umum hidrogeologt kars mempunyat perilaku
air vang begitu komplek dan rumit.
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Kawasan Pawon Versus Penambangan Batugamping

ARV bl A

Bagran sist timur Pasir Masigit vang sudah rusak akibat penambangan yang dilakukan
oleh investor (Dok. Lutfi Yondri, 2005)

Penggerusan  kawasan  lingkungan  Gua  Pawon, Dberdasarkan  hasil
wawancara dengan masyarakat sudah terjadi  sejak lama. Penambangan
batugamping di kawasan ini selain dilakukan dalam skala besar olch mvestor, juga
dilakukan olch masyarakat secara tradisional. Keglatan penambangan dengan
skala besar diantaranya dilakukan dengan cara memecah dinding batugamping
dengan bor listrik, dan dalam jarak waktu seminggu sekali dilakukan pe-ledakan
dinding bukitgamping dengan menggunakan bahan peledak berkategor daya
ledak yang cukup tinggi (high explotion), schingga suara ledakannya terdengar
hingga jarak vang cukup jauh dari sumber peledakan. Pola penambangan dengan
cara peledakan dan pemecahan dinding bukitgamping dengan bor listrik tersebut
tampaknya merupakan pola yang baku diterapkan oleh investor. Dalam hal in
setelah bagian dinding bukitgamping diledakkan, sclain membongkar susunan
gamping masif, juga ledakan terscbut menyisakan bagian vang memiliki bidak
keretakan. Bagian inilah yang kemudian dilanjutkan pembongkarannya dengan
menggunakan bor listrik tersebut. Kegiatan ini dapat dikatakan berlangsung
sepanjang hari, dengan pola dalam seminggu 1 kali peledakan dan kemudian hari
berikutnya dilanjutkan dengan menggunakan bor listrik.

Di samping penambangan berskala besar oleh investor, penambangan
batugamping di kawasan ini juga dilakukan secara tradisional oleh masyarakat.
Penambangan itu dilakukan pada bidang-bidang batugamping vang tdak begiu
padat (agak rapuh) schingga mudah mercka pecahkan menggunakan lingpis.
Pecahan batu-batu gamping tersebut mercka kumpulkan, dan apabila sudah
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terkumpul dalam jumlah tertentu, kemudian mereka jual kepada pengolah
batugamping yang juga mengembangkan usahanya sejak lama di dacrah tersebut.
Dari dua kegiatan penambangan yang berjalan sepanjang hart di kawasan itu,
maka tidak heran kalau dalam jangka waktu yang reladf pendek (10 tahun)
kawasan Tagogapu, Pasir Masigit, Pasir Tunjung, dan Pasir Bancana vang dulu
utuh, kint sebagian besar sudah hancur. Padahal dahulunya di pasir-pasir tersebut
terdapat gua-gua yang mungkin digunakan oleh masyarakat prasejarah sebagai
tempat hunian sepert halnya Gua Pawon

Gua Pawon Versus Penggalian Pospat (Guano)

Selain keterancaman lingkungan, Gua Pawon yang memiliki tinggalan
budaya prasejarah yang sangat lengkap dengan manusia pendukungnya, juga
mengalami keterancaman oleh kegiatan penambangan kandungan pospat (guano)
atau kotoran kelelawar yang bersarang di atap bagian gua. Dalam selang wakw
tertentu penduduk setempat menambang tumpukan guano yang terdapat di lantai
gua. Kegiatan itu tampaknya tdak berhenu di lapisan itu saja, tetapr karena
lapisan tanah di bawah penumpukan kotoran kelelawar itu juga mengandung
pospat dan ternyata sangat menyuburkan bagi tanaman, maka kemudian lapisan
tanah yvang ada di seluruh pemukaan lantai gua kemudian ikut ditambang.
Hampir semua lantai Gua Pawon telah ditambang dengan kedalaman vang
bervariasi antara 2 hingga 4 meter hingga menghilangkan seluruh lapisan yvang di
masa lalu diperkirakan merupakan tempat terdeposisinya sisa budaya.

Dilematis kedua kegiatan penambangan ini, seolah tidak tahu dari mana
ujung harus menghentikannya, walaupun permasalahan ini sudah diangkat
sebagai topik utama baik dalam seminar dan audiensi dengan kalangan
pemerintahan, saraschan di tengah masyarakat, maupun melalui media masa.
Tampaknya gaung penghentian kegiatan penambangan tersebut udak bisa redam
karena izin penambangan vang telah terlanjur disepakau antara pemerintah
dengan pihak investor. Begitu juga dengan masyarakat lokal yang seolah bergelut
dengan desakan kebutuhan ckonomu.

Upaya Pelestarian Situs Pawon

Investasi di bidang kebudayaan dan investast di bidang pertambangan
tentunya sangat jauh berbeda dilihat dari segi percepatan mendapatkan perolehan
keuntungan. Dalam hal ini di bidang pertambangan, jarak wakr antara
penanaman modal dengan perolehan keuntungan memiliki rentang wakwu yang
sangat pendek dan hal ini sangat berbeda dengan investasi di bidang kebudayaan.
Akan tetapt pada dua bidang mvestasi i ada juga perbedaan yang sangat
mencolok yaitu dari segi sumber dayanya. Di bidang pertambangan sumber daya
yang dicksplorasi pada jangka waktu tertentu akan punah dan bahkan hilang
sama sckall dan tidak dapat terperbaharukan, sementara itu di bidang kebudayaan
sumber daya yang dieksplorasi akan berkembang terus dan tidak akan pernah
punah atau hilang. Dari scgi ckonomi tentunva kedua hal ini masih menjad
dikotomi, begitu juga bila hal ini dikaitkan dengan permasalahan vang dihadap
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oleh Gua Pawon dan hngkungannve. Tal it tentunya perlu dilakukan usaha
untuk mensinergikannya.

Bila di kaitkan dengan  Undano-Undang Nomor 5 Tahan 1992 rentang
Benda Cagar Budava dapat dikatakan bahwa Gua Pawon sangat tegas dinvatakan
scbhagat kawasan yang harus dﬂinchmgz dart segala beotuk pengrusakan vang pada

akhirnya akan menghilangkan dara vang dikandung olch strus reesebut. Begiru

755

juga dengan peraturan lain difuar kebudavaan yvairn Keputusan Menter:
Pertambungan RI Nomor 14456 K/ 20/ NMen /2000 tentang pedoman pengelolaan
kawasan kars, dimana kawasan Gua Pawon arau Pasrr Pawon sangat memenuht
l)crs‘\‘nr'mm s‘cbﬂg;u wilavali konservasi dan masuk ke dalam klastfikast kars kelas
. Dalam hal ini Pawon dart segl peraturan hukum di ungkat nastonal udak hanva
harus dilindungt sccara .1.-,1\u;.|<);1 tetapi juga geologi.
Sementara itu dalam Peraturan Gubernur Jawa Barar Nomor 20 Tahun
2006 tentang  perlmdungan kawasan  kars  di Jawa  Barat, sc‘.'m;_»[‘ulm;m:‘.
dicantumkan dalam pada avat 1 pasal 14 peramran tersebut, discbutkan bahwa
pemantaatan kawasan kars kelas T mencakop
a.  Pengembangan parmwisata yang  berbasis alam, ckosistem, dan atau
budaya;
b.  Penclinan da - pengembangan iimu pengetahuan;
¢ Pengembangan sumber dava awr vang bersttat udak komersial;

(e

Penggalian dan pertambangan masyarakat.

Dalam Peraturan Dacrah Nomor 2 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung, Gua Pawon schagaimana vang tercantum dalam Pasal 62
potat a, kawasan Gua Pawon sudah dicantumkan sebagar salah sawe cagar alam
geologi yang terdapat di Kabupaten Bandung atau saat sekarang oleh karena
terjadi pemekaran wilayah berada di Kabupaten Bandung Barat.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagar aplikas: di lapangan upaya
pelestarian kawasan Pasir Pawon  dan lingkungannva baik sccara arkeologi
maupun geologi, dipandang perlu uatuk melakukan penetapan kawasan proteksi
dengan cara melakukan baras-baras wilavah proteksi dengan cara pemintakatan
kawasan. Hal 1tu perlu segera dilakukan mengingat sampat saar i kawasan 1t
selalu terancam baik oleh kegiatan penambangan yang dilakukan oleh mvestor
pengolahan  batugamping  maupun penambangan  tradistonal  terhadap
barugamping dan pospat vang dilakukan oleh masyarakar lokal.

Scperu halnva penzonasian yang pernah dilakukan pada situs-situs
penting vang bersinggungan langsung dengan masvarakat, maka zonasi vang
diupayakan terbagi atas tga zona, vaitu zona inti, zona penvangga, dan zona
pengembang. Zona Inti merupakan bagian  dari kawasan vang di dalamnya
terdapatr sttus Gua Pawon beserta singkapan-singkapan batuan vang sccara
geologls saat sckarang sudah jarang di dapat karena mempunyai kekhasan dan
keunikan, kemudian Zona Penvangga adalah kawasan vang berfungst sebagai
penvangga atau pendukung dart zona intl yang terdirt dari lahan hijau dengan luas
vang berbeda tergantung kepada kondist dan karakterisuk setempat. Kemudian
Zona Pengembang yang dimanfaatkan untuk berbagai sarana lainnya termasuk
sebagar kawasan sumberdaya ckonomi masyarakat. Hal in1 sangat penting untuk
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dilakukan karena kawasan Gua Pawon tidak hanya bermanfaat untuk
kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan kebudayaan, tetapi juga merupakan
bagian dari paket wisata ilmiah dari ilmu kebumian (geologi, bentang alam kars,
hidrogeologi).

D1 samping dilakukan usaha pelestarian yang demikian, penelitian
arkeologis di kawasan Gua Pawon dan gua-gua lain yang terdapat di kawasan
Pawon seperti Gua Ketuk, Gua Peteng, Gua Panawarbeas, dan gua di Pasir
Tunjung harus tetap dilakukan sehingga seiring dengan pengembangan kawasan
Pawon, data yang lebih komprehensif dapat disajikan kepada masyarakat.
Terakhir yang juga perlu dilakukan adalah pembinaan terhadap masyarakat
setempat, sehingga permasalahan keseharian masyarakat setempat yang
menggantungkan ekonominya melalui penambangan di kawasan Pawon dapat
dicarikan alternatif penggantinya.

Penutup

Gua Pawon dan lingkungannya merupakan tinggalan yang makin hari
makin langka dijumpai di kawasan Bandung atau Jawa Barat pada umumnya. Hal
ini terjadi karena maraknya penambangan batugamping baik yang dilakukan
dalam skala besar oleh para investor maupun penambangan yang dilakukan
secara tradisional oleh masyarakat lokal. Dari hasil penelitian arkeologi yang
dilakukan selama ini di baltk Gua Pawon tersimpan tinggalan arkeologi yang
sangat penting sebagai bukt dari satu babakan kehidupan prasejarah di Jawa
Barat (Tatar Sunda) khususnya kehidupan prasejarah di tepian Danau Bandung
Purba.

Dikotomi antara pelestarian dan penambangan terhadap kawasan ini
masih terus bergulir, seolah penambangan saat sekarang lebih penting daripada
menjaga kelestarian kawasan ini walaupun sudah ada berbagai peraturan dan
perundang-undangan yang memayunginya. Tampaknya untuk menjaga
kelestarian kawasan ini tidak cukup dengan peraturan saja, tetapi harus ada
kesadaran dan perhatian dari semua pihak, baik pihak aparat pemerintah selaku
pengemban peraturan, investor, dan masyarakat pada umumnya.

Perlu menjadi bahan renungan sekarang ini adalah apakah akan kita
biarkan saja tinggalan budaya yang sangat penting ini hilang begitu saja akibat
kegiatan penambangan yang hanya dilakukan sesaat saja? Karena kegiatan
penambangan di kawasan ini suatu saat dikhawatirkan akan menggerus kawasan
Pasir Pawon dan Gua Pawon.

Berdasarkan kriteria klasifikasi kawasan lindung kars, kawasan ini
termasuk sebagai kawasan kars kelas 1, dan berdasarkan Undang Undang RI
No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, kawasan ini juga memiliki nilai
pengetahuan, sejarah dan budaya yang sangat penting bagi anak bangsa. Sudah
seharusnya pihak terkait segera menetapkan kawasan Pasir Pawon sebagai
kawasan yang harus dilindungi dan diproteksi.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
ARKEOLOG

Bambang Sulistyanto”

Sari

Pemberdayaan pada hakekatnya memampukan masyarakat agar dapat
mengaktualisasikan diri dalam pengelolaan lingkungan budaya yang terdapat di
sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa ketergantungan
dengan pihak-pihak lain. Konsep dasar yang digunakan berangkat dari
pandangan bahwa upaya pengelolaan suatu warisan budaya penting
memperhatikan kebermaknaan sosial (social significance) situs bagi masyarakat
sekitarnya.

Pemberdayaan atau empowerment bukan hanya mampu meredam konflik
semata, tetapi memiliki makna lebih, yakni merupakan pertanggungjawaban sosial
arkeologl terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat pengembangan yang
dicanangkan. Pemberdayaan perlu dilakukan oleh arkeologi dalam upaya
pengelolaan suatu situs warisan budaya masa kini. '

Abstract

Basically, social empowerment is the activity about how the people can be actualizing
themselves in arranging their cultural environment, and getting their needs without attempting
with another. The basic concept in social empowerment based from of view of the arranging a
cultural heritage are very important to see the social significant for the people around the site.

In archaeology, the social empowerment not only can used to make the solution of the
conflict, but also as a socio-archaeological responsibility for the pegple who have an impact of the
development program that archaeologist done. It is very significant to do in modern time.

" Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
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Kata kunci; pemberdayaan, masyarakat, arkeolog, dan tanggung jawab

Penalaran

Penclitian yang mengkaji interaksi antara arkeologi dengan masyarakat
dan scbaliknya antara masyarakat dengan arkeologi, tidak banyak dilakukan.
Minimnya artikel yang mempublikasikan masalah tersebut merupakan salah satu
faktor munculnya pandangan, bahwa arkeologi merupakan ilmu yang eksklusif
dan nyaris tidak tersentuh oleh masyarakat. Kecenderungan arkeologi sebagai
satu-satunya ilmu yang mampu menerobos pengetahuan masa silam untuk masa
sekarang dan untuk menata kehidupan di masa mendatang, sebenarnya sangat
akrab sekali dengan kepentingan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana
bentuk kepedulian arkeolog tersebut agar upayanya secara konkrit didengar,
dirasakan, dan diakui manfaatnya bagli masyarakat, schingga mereka sangat
membutuhkan perananan dari ilmu ini.

Makalah ini akan mencoba mengkaji pentingnya arkeologi berinteraksi
dengan masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya. Konsep dasar yang
digunakan berangkat dari pandangan bahwa upaya pengelolaan suatu warisan
budaya penting untuk memperhatikan kebermaknaan sosial (soczal significance) situs
bagi masyarakat sckitarnya. Betapapun berkembangnya ilmu arkeologi, namun
kurang ada gunanya jika pengelolaannya tidak memuiliki mafaat bagi masyarakat.
Pandangan ini memunculkan persepsi dan sikap yang berbeda, dibandingkan
dengan persepsi dan sikap yang dimiliki oleh para pelestari terdahulu. Artinya,
paradigma pelestarian warisan budaya pada masa kini harus berubah udak hanya
pada upaya konservasi fisik situs (sumber daya arkeologi) saja, tetapi juga harus
memperhatikan kebermaknaan sosial situs tersebut bagi masyarakat di sekitarnya
(Byrne, et al, t.t.: 25).

Secara lebih spesifik, dan implementatif, kajian ini akan menekankan
pada pentingya mempedulikan masyarakat lokal disekitar situs, untuk terlibat
secara penuh dan posituf dalam pengelolaan warisan budaya, dengan cara
memberdayakan kemampuan mereka. Masyarakat perlu diajak “menghidupkan”
warisan budaya di sekitarnya agar warisan budaya tersebut dapat “menghidupi”
mereka baik secara lahir maupun batin. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses
pelestarian dan pengembangan warisan budaya yang dimiliki, agar aset yang
dimiliki tersebut memberikan kontribusi balik berupa material maupun non
material yang berguna untuk kehidupannya

Konsep pelestarian tersebut pada hakekatnya merupakan proses yang
mengarah pada upaya pelestarian secara mandiri. Proteksi dan pengelolaan dari
“dalam” masyarakat itu sendiri sudah saatnya menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar situs yang rawan akan
konflik.

Upaya mewujudkan konsep pengelolaan yang menempatkan warisan
budaya pada konteks sosial masyarakat, menuntut pentingnya dikembangkan
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pendekatan partisipatif' yang mengarah pada keterlibatan masyarakat secara
langsung dalam pengelolaan warisan budaya. Pendekatan parusipauf tersebut
adalah pendekatan yang lebih bersifat community-oriented, yaitu sebuah pendekatan
vang lebih peduli terhadap keberadaan masyarakat lokal untuk terlibatr secara
bersama-sama mengelola warisan budaya miliknya. Berangkat dari pandangan,
bahwa masyarakat adalah pemilik sah warisan budaya (Cleere, 1989: 10), maka
masyarakat lokal yang bermukim di sekitar situs penting diposisikan sebagat salah
satu pertimbangan utama dalam segala kegiatan dan pengambilan keputusan yang
menyangkut persoalan warisan budaya. Dengan perkataan lain, model alternauf
vang dikembangkan di sini, masyarakat dibeti peran yang lebih besar untuk ikut
serta menentukan cara pengelolaan sumber daya arkeologi di daerahnya. Posisi
pemerintah tidak lagi ditempatkan sebagai penentu kebijakan tunggal, melainkan
lebih banyak berperan sebagai fasilitator.

Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat (community-oriented) dalam
implementasinya diwujudkan melalui pemberdayaan masvarakat di sckitar Situs.
Pendekatan ini mempunyai keuntungan bagi kedua belah pihak, antara pihak
pengelola warisan budaya dengan pihak masyarakat di sckitar situs. Pihak
pengelola, yakni pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah (otonom) dalam
upaya pelestarian akan memperoleh dukungan dari masyarakat sctempat, karena
mercka membutuhkan peran dari warisan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga
akan memperoleh keuntungan, baik mordl maupun materiil karena warisan
budaya dapat memberikan kontribusi konkrit yang dapat meningkatkan rtaraf
perekonomian dalam kchidupannya (Prasodjo 2004). Pendekatan berorientas
pada  keterlibatan masyarakat yang diimplementasikan  dalam  bentuk
pemberdayaan masyarakat, merupakan langkah resolusi vang diperkirakan
mampu meredam atau bahkan menghilangkan konflik pemanfaatan warisan
budaya selama ini (Sulistyanto, 2008 : 298-343).

Namun demikian, pemberdayaan terhadap masyarakat di sckitar Situs
sesungguhnya bukan hanya bermaksud untuk meredam konflik semata, tetap
memiliki makna lebih dari itu, yakni merupakan pertanggungjawaban sosial
arkeologi terhadap masyarakat yang terkena dampak baik langsung maupun udak
langsung akibat pengembangan yang dicanangkan terhadap kawasan suatu situs.
Berangkat dari pandangan di atas, maka pemberdayaan merupakan upaya mutlak
vang perlu dilakukan oleh arkeologi dalam upaya pengelolaan suatu situs warisan

budaya.

l Partisipasi merupakan scbuah kata yang seringkali dipergunakan oleh para penentu kebijakan

ketika  scedang menyusun program-program yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.
Pada masa sckarang ini scbagian besar kegiatan yang menyentuh masyarakat merupakan “program
partisipatif’, namun pengertiannya tidak sclalu seragam. Dengan kata lain parusipast mempunyai
beragam pengertian mulai dari menghadiri pada suatu pertemuan sampai pada berperan serta dalam
pelaksanaan program kegiatan. Partisipasi dalam tulisan it sudah pasti perdu diartikan scbagat
keikutsertaan  atau  berperan serta sebagai subjek bahkan keterlibatan langsung  dalam
pemberdayaan .
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Pengertian dan Urgensi Pemberdayaan

Gagasan dasar konsep pemberdayaan yang sering diartikan sebagat
empowermentt berawal dari  permasalahan power (kemampuan, kekuatan) yang
menurut penganut gagasan ini perlu diberikan kepada scuap orang atau
kelompok, karena mereka scbagai bagian dari masyarakat berhak atas power’
tersebut. Disadart pula bahwa sebagian masyarakat udak sedikit yang sukar untuk
memperoleh power tersebut karena keterbatasan atau suatu kondisi yang tidak
memungkinkannya. Oleh karena itu harus ada upaya dari pihak lain yang “kuat”
untuk memberikan power tersebut kepada masyarakat yang powerlesy atau lemah.
Upaya untuk memampukan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak
berdaya itulah yang disebut dengan pemberdayaan atau empowerment.

Konsep permberdayaan sebagaimana didefinisikan oleh Pranarka dan
Moeljarto lebih mengacu pada konsep dasar yang masih sangat luas atau bahkan
terlalu umum. Yaitu “wpaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab
menjadi semakin efeklif secara struftural, baik di dalam kebidupan keluarea. masyarakat.
negara, regional, internasional. maupun dalam bidang politik, ekonom:, (Pranarka dan
Mocljarto 1996: 506).

Pada masa sckarang ini, pemberdayaan telah menembus berbagai
dispilin, schingga tidak mengherankan banyak definisi pemberdayaan diberikan
oleh para ahli sesuai dengan bidang ilmu yang dikajinya. Dalam bidang
pendidikan  pengajaran misalnya, pemberdayaan diartikan sebagai “a route 1o
enhancing the teaching professions: the authority to teach with the professional standards that
pertain to their work” (Mertens dan Yarger 1988: 35). Sementara itu di bidang
poliuk pemberdayaan diarukan sebagai, ‘“empowerment involves individuals gaining
control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies,
skilly and abilities necessary lo cffectively participate in their sovial and political worlds”
(Kretsberg 1992: 19).

Pemberdayaan  dalam  tulisan 11 diartikan  sebagai upaya untuk
memampukan masyarakat di sekitar situs, dengan cara mendorong, memouvasi
sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya
serta berupaya mengembangkannya untuk memperoleh kemandirian dalam
meningkatkan taraf hidupnya. Definisi tersebut menyiratkan empat kata kunci
yang memiliki makna strategis, yaitu pertama adalah adanya “upaya”. Kata ini

2 Pemberdayaan (empowerment) adalah konscep yang lahir scbagai bagian dari perkembangan alam
pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, khusus Liropa. Pemikiran ini muncul  kira-kira
bersamaan dengan tumbuhnya aliran pemikiran pasca modernisme (post-modernisn) yang mengalami
perkembangan pada dekade 80-an, dengan penckanan pada sikap dan pendapat yang orientasinya
cenderung mengarah ke anusistem, antistruktur dan antideterminisme yang diaplikasikan pada
dunia kekuasaan. Mengenat proses muncul dan berkembangnya konsep  pemberdayaan  lihat
Pranaka A.M.W. dan Vidyandika Moclyarto, “Pemberdayaan (emporwementy” dalam Onny 8. Priyono
dan MW, Pranaka, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementast. Jakarta: Centre for
Strategic and International Studies (CSIS), 1996.

3 Kata power dapat mengandung beberapa  arti, seperti “kekuatan”,  “kemampuan”,  atau
“kekuasaan”. Tidak mudah untuk membedakan sceara tepat ketiga pengertian power tersebut.
Pengertian power tumpang tindih, bahkan sering diterjemahkan dengan “daya”. Dalam tulisan ini
power mengacu pada pengertian kemampuan arau kekuatan.
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tidak hanya mengacu pada kontinyuitas, melainkan juga merujuk pada proses
yang sistematis dan seimbang. Maksudnya di dalam proses tersebut terdapat
keseimbangan antara ot put dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat
lokal 1tu sendiri. Kedua adanya “peningkatan kemampuan”, artinya apa vang
telah diupayakan harus ada input positifnya bagi masyarakat yang menjadi subyck
pemberdayaan. Ketiga adanya “kemandirian”, merupakan akumulasi dari
kemampuan yang diperolech dari kegiatan pemberdayaan, schingga mayarakat
tidak tergantung dari pihak lain. Keempat, peningkatan taraf hidup yang lebih
baik, merupakan tujuan akhir dart pemberdayaan.

KKonsckuensi atas pemahaman di atas, dalam pemberdayaan menunrut
adanya suatu advokasi (perubahan kebijakan), yakni mengalihposisikan penduduk
di sekitar situs yang semula sebagai objek menjadi subjek. Alih posist 1tu menjadi
tantangan bagi penciptaan berbagai kebijakan baru yang menempatkan penduduk
di sckitar situs bukan sebagai pihak yang dikontrol dan dikuasai, melainkan
sebagal mitra yang sejajar. Dari pengertian di atas, sudah terlihat bahwa sasaran
masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang berada di sckitar wilayah
situs. Mengapa masyarakat di sckitar situs ini perlu diberdayakan, diutamakan?

Terdapat  beberapa  pandangan  pentingnya  masyarakat  perlu
dikedepankan. Schiffer dan Gummerman (1977: 244-245) misalnya beranggapan,
bahwa antara masyarakat dengan warisan budaya seringkali memiliki ketertkatan
batin yang kuat, sehingga warisan budaya tersebut merupakan lambang cksistensi
mereka, jati dir1 dan bahkan simbol pencguhan rasa kebangsaan. Sementara 1ta
Cleere menilai masyarakat perlu diutamakan karena besarnya peranan mercka
terhadap pengelolaan sumber daya arkeologi. Mereka adalah pembavar pajak
terbesar dan hasil dari punguran pajak terscbut untuk membeayar berbaga
aktivitas pengelolaan sumber daya arkeologi. D1 samping itu, masyarakat juga
menjadi konsumen utama di berbagai tempat wisata yang tdak lepas dari
pungutan retribusi (Cleere, 1989: 10) wajarlah jika hasil-hasil dart pengelolaan
sumber daya arkeologi 1tu dikembalikan kepada masyarakat baik dalam bentuk
moril maupun materiil.

Sccara konkrit, pemikiran di atas dapat dijelaskan, bahwa masyarakat
lokal tidak dapat diabaikan dalam segala kegiatan yang menyangkut keberadaan
dan keberlangsungan warisan budaya di sekitarnya. Masyarakat lokal yang
bertempat tinggal di sekitar situs, pada hakekatnya merupakan pemilik sah dari
warisan budaya (Groube, 1985: 58, Schaafsma, 1989: 38, Layton, 1989: 1 dalam
Tanudirjo, 1993/1994: 11-12). Semetara itu, mereka sebenarnya memiliki potenst
sosial, budaya, politik, maupun ekonomi yang dapat dikembangkan. Potensi
tersebut jika dikelola dengan benar mampu menumbuhkan ketergantungan yang
saling menguntungkan (simbiosis mutualisma) antara situs dan masyarakat sekirtar.
Ketergantungan tersebut menunjukkan adanya korclasi positf atau hubungan
timbal balik vang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, vairu pihak
pemerintah sclaku pengelola yang bertanggung jawab penuh atas pelestarian situs
dan pihak masyarakat lokal, selaku pemilik warisan budaya.

Pihak pertama, masvarakat lokal akan diuntungkan denpan adanya
pemanfaatan situs yang mengarah pada kepentingan ckonomis, scbagat objck
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pariwisata misalnya. Keterlibatan mereka dalam aktivitas kepariwisataan secara
langsung akan dapat mendatangkan pendapatan tambahan atau bahkan
pendapatan utama yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian
mereka. Pihak kedua, pemerintah selaku pengelola yang memiliki tanggung jawab
penuh atas keberadaan warisan budaya, akan menjadi lebih ringan bebannya
dengan tumbuhnya pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan rasa
kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya di sekitarnya. Dampak posiuf
tumbuhnya rasa memiliki terhadap warisan budaya seperti itu, adalah munculnya
kesadaran untuk “melindungi” dan “menjaga” kelestarian situs. Apabila
masyarakat sudah dapat bertindak sebagai “pelindung” dan “penjaga” situs yang
muncul atas inisiatif kesadaran sendiri, maka hal tersebut merupakan bentuk
upaya perlindungan dan pelestarian yang paling efekuf dan efisien (Prasodjo
2004: 3).

Untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan semacam itu
perlu dilakukan upaya-upaya ke arah terbentuknya kondisi yang kondusif bagi
kedua belah pihak. Menciptakan situasi atau iklim yang saling menguntungkan
bagi kedua belah pihak tersebut, udaklah mudah dan arkeologi tidak dapat
bekerja sendiri. Apalagi menjalin kemitraan dengan masyarakat yang berada di
sekitar situs yang rawan konflik. Arkeologi membutuhkan dukungan dari
stakeholders, paling tidak dukungan dari pemerintah daerah setempat. Untuk
memeperoleh dukungan tersebut, langkah awal yang diperlukan adalah adanya
kesadaran di kalangan arkeologi sendiri, bahwa masyarakat lokal memiliki peran
yang sangat penting bagi pelestarian benda cagar budaya. Masyarakar lokal tidak
dapat diabatkan dari segala kegiatan pengelolaan warisan budaya, mulai dari
penyusunan program, sampai pada pelaksanaan dan bahkan evaluasi.

Sebagaimana diperlihatkan  oleh fakta sosial dalam dasa warsa
belakangan ini, yaitu bahwa upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia
seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan baik konflik secara vertikal maupun
horizontal Konflik pembangunan pusat perbelanjaan “Jagat Jawa” di sekitar
kompleks Candi Borobudur (Kompas, 13 Januari 2003), atau konflik
pembangunan Plaza di Benteng Kuto Besak Palembang (Kompas, 3 Januari
2003), dan penolakan masyarakat Bali terhadap upaya pemerintah memasukan
Pura Besakih sebagai BCB atau konflik pembangunan menara Pandang di Situs
Sangiran (Kompas, 11 Februari 2003) merupakan contoh konflik terbuka yang
sering terjadi dalam proses pengelolaan warisan budaya di Indonesia. Banyak
taktor penyebab munculnya konflik tersebut, salah satunya adalah akibat dati
arogansi pemerintah yang mengabaikan kepentingan-kepentingan masyarakat

lokal yang tinggal di sekitar situs (Sulistyanto, 2008).

Strategi Pemberdayaan

Bagaimana strategi memberdayakan masyarakat di sekitar situs yang
rawan konflik agar masyarakat lokal lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat
meningkatkan sense of belonging, rasa kepemilikan terhadap warisan budaya,
melainkan juga meningkatkan kemampuan baik secara moril maupun materiil.
Seringkali upaya pemberdayaan diartikan dengan pemberian bantuan fisik.
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Namun scringkali pula bantuan tidak berlanjut dan setelah program selesai
bantuan itu tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Secara  substantif, pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses
mengembangkan, memampukan kemampuan masyvarakat agar dapat mandir
dalam mengelola potensi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber dava
budaya yang ada di sckitarnya. Dalam konteks demikian ini, masvarakat udak
hanya diarahkan pada kemajuan secara fisik atau sccara materi semata, melainkan
lebith penting juga pada perkembangan non materi. Dengan  demikian,
pemberdayaan tidak hanya memerlukan sumber daya manusia, modal maupun
sarana, tetapt juga membutuhkan nilai-nilai yang  akan  membimbing,
mengarahkan ke mana ortentasi perubahan dilakukan.

Pada dasarnya memang sangat pentng untuk memahami  tujuan
sckaligus perbedaan antara pemberdayaan dengan pembinaan. Pembinaan ada
kecenderungan intervens: dari pihak luar, bahkan inisiatf maupun kebijakan
sangat ditentukan oleh pihak luar tescbut sesuai dengan kerangka pikirnva
sendirt. Dengan demikian posist masyarakat hanya sebagai objek.  Berbeda
dengan pengertian tersebut, pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk
masyarakat. Masyarakat lokal di sckitar situs, perlu dibantu, didampingt dan
difasilitasi agar berdaya dalam mengelola berbagai potensi sumber dava vang
dimiliki. Dengan demikian tujuan pemberdavaan adalah kemandirian, vaitu
memampukan masyarakat di sekitar situs agar dapat mengaktualisasikan diri
mercka dalam pengelolaan sumber dava (termasuk sumber dava arkeologr) vang
terdapat di sckitarnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa
ketezgantungan dengan pihak-pihak lain.

Kartasasmita mengemukakan, bahwa upaya memberdayakan masyarakat
harus dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Dengan demikian harus
dilihat  potensi yang dimiliki  oleh masyarakat terlebih  dahulu.  Kedua,
memperkuat atau mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan menerapkan
langkah  konkrit, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan
sarana  baik fisik (sepert jalan, listrik) sosial (sepert sekolahan maupun layanan
fasilitas kesehatan). Terbukanya berbagai akses pada berbagai peluang  akan
membuat rakyat semakin berdaya scperti tersedianya lembaga-lembaga
pendanaan, pelatthan dan lapangan kerja, modal, pemasaran produk. Ketiga,
memberdayakan rakyat dalam artt melindungi dan membela kepentingan

masyarakat lemah. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah amat
mcnd'ls"lr sifathya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi dan membela
harus dilihat sebagai upava untuk mencegah terjadinya persaingan yang udak
seimbang dan cksploitasi atas yang lemah (Privono, 1996: 106).

Dari pandangan di atas, diperoleh gambaran bahwa pemberdayaan udak
dapat dilakukan secara parsial, melainkan diperlukan strategi pendckatan yang
menyeluruh. Dalam hal ini arkeologi udak dapat bekerja sendiri, karena upayva
pemberdayaan selalu melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti antropology,
sosiologl, ilmu komunikasi, psikologt. Di samping itu, upaya in1 perlu melibatkan
inisiatif dari berbagai pihak, khususnya keberadaan dan peranan Organisasi Non-
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pemerintah (Ornop) atau NGOs (Non-Governmental Organizations) sebagal agen
perubahan (agents of chunge).

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang tunggal di wilavah cagar
budava vang rawan konflik, paling tudak terdapat dua strategr dasar vang harus
dilakukan. Pertama harus dilihat secara cermat permasalahan dasar yang sedang
dihadapi oleh masyarakat vang bersangkutan. Identifikast atas permasalahan
dasar vang ada pada mercka sangat penung dilakukan guna menenrukan langkah
perencanaan dan penerapan pelaksanaan program pemberdavaan (Rudito, 2004).
Pada umumnya permasalahan masyarakat di wilayah cagar budaya adalah
benturan kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya arkeologi. Benturan
atau konflik kepentingan tersebut biasanya di scbabkan oleh perbedaan dalam
memaknar warisan budaya di samping beberapa faktor pendukung lamnya yang
setiap situs, sclinp daerah memiliki permasalahan yang berbeda.

Strategt kedua adalah melakukan pemectaan  terhadap potenst vang
dimiliki oleh masyarakat vang bersangkutan. Potenst 1ni penting sckali dikerahu
guna menemukan langkah-langkah pemberdayaan pada scktor-sektor tertentu
vang scbenarnya merupakan modal dan kekuatan tersenbunyi bagit masyarakar
yang bersangkutan.

Pada prisipnya program pemberdayaan  dapat  diwujudkan  dalam
berbagai aspek sepert aspek hukum, aspek sosial-budaya atau aspek ckonomi,
sesuai dengan problem yang mereka hadapi. Pemberdayaan pada aspek hukum,
dilakukan dengan cara pembcekalan terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan yang menyangkut kelestartan warisan budava. Pembcekalan aspek
hukum i1 penting dipahami oleh masyarakat di sckitar situs, sebagai dasar untuk
melangkah pada aspek pemberdayaan di scktor lainnya.

Pemberdayaan  pada  aspek  sosial-budaya, dapat dicapai  dengan
memberdayakan kemampuan masyvarakat  untuk mengenalt jao dirinya melalu
temuan dan interpretasi data arkeologis yang dilakukan oleh para arkeolog.
Misalnya saja melalui diseminasi penclitian arkeologi kepada masyarakat lokal
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah para pencliti yang telah
mencliti wilayah dan benda warisan budaya mereka. Dengan informasi yang
didapatkan dari interpretasi arkeologis masyarakat dapat mengenal dirinya sendir
dalam bidang sosial-budaya, seperti revitalisasi budaya vang sclanjutnya dapat
dipergunakan dorongan moral bagi pengaktualisasian eksistensinya (Sutaba, 2000,
Prasojo, 1994 6).

Pemberdayaan dalam bidang ckonomi merupakan pemberdayaan yang
secara langsung paling cepat dan konkrit dirasakan hasilnya oleh masyarakat di
sckitar situs. Namun demikian pemberdayaan yang menyentuh aspek ckonomi
ini harus dilakukan dengan hat-hati, agar masyarakat tidak selalu mengantungkan
pada pihak lain, yang pada akhirnya justru melemahkan masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Situs Sangiran, Sebagai Contoh Model Pemberdayaan
Bertkut ini adalah  contoh model pemberdayaan masyarakat  Situs
Sangiran yang pernah saya usulkan dalam rangka memecahkan permasalahan
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konflik pemanfaatan yang terjadi pada situs berperingkat «dunia tersebut
(Sulistyanto, 2008: 330-343).

Program pemberdayaan masyarakat di sekitar situs akan lebih berhasil
apabila disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang sudah dimiliki oleh
masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan potensi masyarakat di sckitar situs
merupakan  keharusan untuk  dipahami.  Hasil pengamatan lapangan
memperlihatkan masyarakat di wilayah Cagar Budaya Sangiran memiliki potensi
kuat di sektor kerajinan. Paling udak ditemukan lima jenis kerajinan (anyaman
bambu, batuan/fosil-fosilan, batok kelapa, kerajinan kayu, batuk) yang harus
diperhatkan pengembangannya guna meningkatkan kondisi perekonomian
masyarakat setempat. Potensi tersebut merupakan modal dasar dalam pencapaian
keberhasilan suatu upaya pemberdayaan dalam menyongsong pengembang Situs
Sangiran scbagai daerah wjuan wisata di masa depan. Potensi masyarakat
Sangiran di bidang industri tersebut perlu dikembangkan, karena potensi tersebut
masih bersifat tradisional, berupa home industry, yang belum disentuh olch
manajemen modern.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat di wilayah Cagar Budaya Situs
Sangiran dapat diwujudkan dalam tiga aspek, yaitu pemberdayaan dalam aspck
hukum, aspek sosial-budaya dan aspek ckonomi. Pemberdayaan pada aspck
hukum, dilakukan dengan cara pembcekalan terhadap berbagar  peraruran
perundang-undangan yang menyangkut kelestarian warisan budaya. Pembekalan
aspek hukum ini penting dipahami oleh masyarakat Sangiran, sebagai dasar untuk
melangkah pada aspek pemberdayaan lainnya.

Pemberdayaan pada aspcek sosial-budaya masyarakat lokal dicapai dengan
memberdayakan kemampuan masyarakat untuk mengenali jati dirinya melalu
temuan dan interpretasi data arkeologis vang dilakukan oleh para arkcolog.
Misalnya saja melalut diseminast pencliian arkcologi kepada masyarakat lokal
sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah para penclit yang telah
meneliti wilayah dan benda warisan budaya mereka. Dengan informasi yang
didapatkan dari interpretast arkeologis masyarakat dapat mengenal dirinya sendirt
dalam bidang sosial-budayva, seperti revitalisast budaya yvang sclanjutnya dapat
dipergunakan sebagai dorongan moral bagi pengaktualisasian cksistensinya.

Pemberdayaan dalam bidang ckonomi merupakan pemberdayaan yang
secara lnngs{mg paling cepat dirasakan hasilnya oleh masyarakat lokal di sekirar
situs. Dalam konteks pengembangan Situs Sangiran sebagai objek wisara
unggulan di Jawa Tengah misalnya, pemberdayaan terhadap kelompok perajin,
kelompok petani, atau kelompok penyedia jasa (rumah makan, penginapan,
transportasi) dan kelompok pemandu wisata, mutlak diselenggarakan. Secara
konseptual, pemberdayaan  rakyat memiliki  makna = mengembangkan,
memandirikan, atau menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakar
lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala scktor kehidupan.
Dalam implementasinya di lapangan, konsep tersebut menampakan dua
kecenderungan.  Pertama, pemberdayaan menckankan  kepada  proses
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan
(power) kepada masyarakat agar lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai
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kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua adalah kecenderungan
sekunder yang menekan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi
masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan
yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranaka dan Mulyarto,
1996: 56-57).

Beberapa bentuk keterlibatan  masyarakat lokal upaya
pemanfaatan dan pengembangan Situs Sangiran yang dapat dikembangkan antara
lain dapat dilihat pada tabel di bawah.

dalam

Tabel 6.1
PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH CAGAR BUDAYA SITUS SANGIRAN

BIDANG SASARAN PROGRAM KEGIATAN

A. Hukum 1. Masyarakat di wilayah | Sosialisasi  peningkatan  kesadaran
Cagar Budaya Situs | terhadap hukum, Undang-Undang No.
Sangiran 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar

Budaya.

Masyarakat di wilayah | ® Pelatthan untuk mendukung

Cagar Budaya  Situs pengem-bangan kepariwisataan

Sangiran ®» Sosialisasi peningkatan kesadaran
tethadap nilai penting Warsan
Budaya Situs Sangiran

® Pembentukan organisasi/ kelompok
Peduli Pariwisata dan Pelestarian
Warisan Budaya Sangiran

2. Kelompok Kesenian ® Pembentukan dan
kelompok kesenian

® Revitalisasi kesenian lokal sebagai
pendukung atraksi  kepariwisaraan
di  lingkungan Cagar Budaya
Sangiran

B. Sosial - | 1.
budaya

pemantapan

® Pelatthan peningkatan kemampuan
dalam pementasan penyelenggaraan
atraksi serta penciptaan kreasi baru.

3. Kelompok Penyedia Ja- | = Sosialisasi pengembangan pariwi-

sa Pelayanan Langsung

Aktivitas  Wisata

liputi:

a). Kelompok Pemandu
Wisata

b). Kelompok
Kebersihan

). Kelompok Keamanan

me-

sata

= Pendampingan/pendukungan
dalam  pelayanan  wisata  baik
menyangkut masalah ketrampilan,
maupun mana-jemen lingkungan
fasilitas wisata.

® Pelatthan strategi memandu dan
peningkatan bahasa asing
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C. Ekonomi | 1. Kelompok Usaha Ke-

rajinan Kecil Menengah

meliputi:

a). Perajin cinderamata
batuan

b). Perajin anyaman dan
bambu

¢).Perajin meubelair dart

* Pendampingan/pendukungan
dalam pro-dukst pembuaran barang-
barang kerajinan (cainderamara) baik
menyvangkut masalah  permodalan,
ketrampilan,

ﬂ]}lllpllll PIoses

prodokst  rancangan  pencip-taan
bentuk-bentuk karva baru, sekaligus
v o

bantuan pCI]]Z\SZl[lelI]}';l.

kayu * Pembentukan usaha
d). Perajin Batok Kelapa
e). Perajin batik

Kelompok Usaha Perer- * Pendampingan/pendukungan
nakan dan pertkanan

organisast
koperast di ingkungan pengrajin

9]

dalam  usaha  petemnakan  dan

perikanan batk  menvangkut
yvang
permodalan,

ketrampilan,

masalah maupun

Pembentukan organisasi usaha

koperast di lingkungan pcrernakan

dan perikanan.

3.Kelompok Usaha Per-
tanian

= Pendukungan usaha

rakvat,  batk

perranian

berkaitan  dengan
pemilihan bibit padi unggul vang
sesuat dengan lahan tanah Sangiran,
maupun permodalan dan
pengenalan tcknologl tepat  guna
serta bantuan pemasaran padi hasil
penmgkatan produktifiras rakyar.

* Pembentukan

puguyub;m })C[:llli

dan usaha koperasi.

4. Kclompok penvedia jasa | ® Sosialisast  pengembangan  parnwi-
Pelayanan Langsung sata
AVt 5 G - " . 1 , o .
,.\1\11§ 1tas  wisata  me Pendampingan/pendukungan
liputi: dalam

pela-yanan  wisata baik

a). Kelompok usaha menyangkut masalah  ketrampilan,
rumah makan manajemen, maupun  permodalan

b). Kelompok usaha serta bantuan mencarikan
penginapan pelanggan.

¢). Kelompok wusaha | = Pelatthan  strategi  pelayanan  dan
transportasi peningkatan bahasa asing

Proses pemberdayaan masyarakat Sangiran pada hakekatnya adalah
upaya untuk melestarikan Situs Sangiran itu sendirt. Dalam proses pemberdayaan
tersebut tentu saja diperlukan perantara (mediator) sebagai motivator, fastlitator
sckaligus  dinamisator. Dalam konteks demikian itu, pemerintah tdaklah
dominan. Pemerintah hanva dituntut menvediakan iklim vang kondusif bagi
pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang
seluas-luasnya bagi keterlibatan masvarakat terhadap pengelolaan Situs Sangiran.
Dengan asumsi tersebut, peran kelembagaan sepertt LSN dapat raurut serra
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berpartisipasi. Dengan demikian upaya pemberdayan masyarakat di wilayah
Cagar Budaya Sangiran, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang pasif yang
udak berdaya, tetapi juga terlibatkan langsung dalam perumusan, persiapan
maupun pelaksanaan program aksi pemberdayaan tersebut. Upava pelibatan
masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya Situs Sangiran, penting dilakukan
dengan tetap memperhatikan konsep-konsep pelestarian  sebagaimana telah
diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Mengacu pada pandangan, bahwa pemberdayaan masyarakat harus
mampu mewujudkan langkah konkrit, baik fistk maupun non fisik, serta
terbukanya berbagai akses dan peluang seperti tersediannya lembaga-lembaga
pendanaan, pelatihan, modal dan pemasaran produk, maka pemberdayaan mutlak
memerlukan pendukungan yang serius dari berbagai stakeholders terkait. Salah satu
pilihan strategis yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar
Situs Sangiran adalah melalui model peningkatan produktivitas berbasis potensi
yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sebagaimana terlihat dalam bagan di
bawah.

Bagan 6.2
Peningkatan Produktivitas Berbasis
Potensi Komunitas

Pembentukan Lembaga

Pendanaan

Pendukungan |

J\/l' Kemandiri-

an
Potensi i Komunitas
Masyarakat Pelatihan untuk Jaringan Lokal
Sangiran optimalisasi potensi Pemasaran (Flukum,
Sostal,
Budaya,

dan
IEkonomi)

Pengembangan
Teknologi T'epat Guna

Dart bagan di atas dapat dilihat, bahwa peningkatan produktvitas dapat
dilakukan dengan cara mengembangkan seluruh kemampuan dan potensi yang
sudah dimiliki oleh masyarakat Sangiran. Potensi yang masih terpendam seperti
misalnya kemampuan menciptakan barang-barang kerajinan baik dari batu,
maupun dari bahan kayu tersebut perlu dimunculkan atau dikembangkan melalui
pendidikan bagi masyarakat lokal dalam bentuk sosialisasi untuk meningkatkan
kesadaran maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya secara
langsung. Kegiatan tersebut perlu ditkut oleh pembentukan organisasi
pendanaan lokal seperti pendirian koperasi simpan pinjam dan juga proses
pembelajaran untuk pengembangan teknologi tepat guna, sehingga mampu
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meningizi2n efektivitas dza efisiensi kegiatan perekonomian yang ada. Jika
peningkaian produktivitas berbasis potensi masyarakat sudah tercapai, maka
langkah terakhir adalah memperkuat jaringan pemasaran atas produk mereka,

sehingga kemandirian masyarakat Sangiran dapat terwujud.

Penutup

Tujuan pemberdayaan pada hakekatnya, memampukan masyarakat agar
dapat mengaktualisasikan diri dalam pengelolaan lingkungan budaya yang
terdarsy 1 sekitarnya dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa
Iwcogantungan dengan pihak-pihak lain. Sasaran utama dari kegiatan ini 1alah
masyarakat yang berada di sekitar situs. Dasar penentuannya adalah bahwa
masyarakat tersebut yang menerima dampak langsung dari  kegiatan
pengembangan  situs.  Berangkat atas  pandangan  tersebut, kebijakan
pemberdayaan diarahkan pada kemandirian masyarakat sebagai berikut.

Pertama, menciptakan adanya saling ketergantungan antara masyarakat
dengan Situs, warisan budaya. KKedua, memperbesar akses masyarakat zuna
mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan untuk mencapai
kualitas kehidupan yang lebih baik. Ketiga, peningkatan produktivitas berbasis
potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Keempat, melindungi dan membela
kzpentingan masyarakat lemah. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang
lemah, perlu dimaknai sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang
tidak seimbang dan eksploitasi dari pihak yang “kuat” kepada pihak yang
“lemah”.

Berangkat dari kebijakan di atas, strategi yang perlu dilakukan adalah
melakukan pendampingan atau pendukungan terhadap usaha-usaha rakyat
sebagai berikut. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi  masyarakat  dapat berkembang. Kedua, memperkuat atau
mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk peningkaran produktivitas
melalui pendidikan bagi masyarakat lokal batk dalam bentuk sosialisasi untuk
meningkatkan kesadaran maupun pelatihan guna meningkatkan kemampuannya
secara langsung. Ketiga, pembentukan organisasi pendanaan lokal dan juga
proses pengembangan teknologi tepat guna, sehingga mampu meningkatkan
efekuvitas dan efisiensi kegiatan perekonomian yang ada. Keempat, memperkuat
jaringan pemasaran produk rakyat sehingga kemandirian masyarakat dapat
terwujud.

Dengan demikian pemberdayaan atau empowerment bukan hanya mampu
meredam konflik semata, tetapi memiliki makna lebih, yakni merupakan
pertanggungjawaban sosial arkeologi terhadap masyarakat yang terkena dampak
akibat pengembangan yang dicanangkan terhadap suatu situs. Pemberdayaan
merupakan upaya mutlak yang perlu dilakukan oleh arkeologi dalam upaya
pengelolaan suatu situs warisan budaya masa kini. Hanya dengan cara demikian
ini lah para pengelola warisan budaya akan dihargai dan memperoleh ruang di
tengah masyarakat, dan tidak sebaliknya dicela atau dimusuhi sebagai penguasa
yang semena-mena yang hanya memunculkan berbagai konflik kepentingan.
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PERMUKIMAN BERTRADISI MEGALITIK
DI SITUS SERAMPANG, RAWA SRAGI,
LAMPUNG

Nurul Laili

Sari

Situs Serampang merupakan salah situs vang menempat kawasan Rawa
Sragi. Situs int terletak di daerah aliran sungai Sekampung yang merupakan salah
satu sungai besar di Provinsi lLampung. Berdasarkan tinggalan dan keletakan
lokasit maka situs ini merupakan permukiman rawa pasang surut. Jejak
permukiman diketahui dari punden, keramik., dan tembikar. Adapun tradisi
megaliuk di situs Serampang ditandai dengan penggunanan materi prasejarah
berupa punden. Ditinjau dari penentuan pertanggalan secara relauf berdasarkan
temuan keramik maka aktvitas di situs Serampang berlangsung pada masa

sejarah, kemungkinan paling awal dimulai dari abad ke-16 hingga ke-19.

Abstract
Serampang site is one of the site in Sragi wetland area. This site represent wetland
settlement. This settlement in the area along the Sekampung river. The Sekampung river is one
of the main river in Lampung. The site indication as a settlement can be seen from several
ceramic and punden. Result of ceramic analysis indicate that societ; activity take place about
century 16 till 19 M.

Kata kunci: permukiman, tradisi megalitik, fitur, artefak, punden, rawa sragi

" Penclizt pada Balai Arkeologi Bandung
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Pendahuluan

Permukiman telah dimulai sejak masa prasejarah, ketka pada masa
berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau setingkat dengan masa
mesolitik. Permukiman pada masa ini baru semi sedenter, dengan demikian masa
ini permukiman belum menetap dalam kurun waktu lama. Ketergantungan
manusia pendukung terhadap ketersediaan pangan di alam sangat dominan. Pada
masa sesudahnya yang dimulai dari neolittk manusia pendukung sudah menetap
dan mulat tertata aturan. Keberagaman artefak mulai diciptakan sebagai upaya
untuk melakukan aktivitas bersama alam.

Situs-situs permukiman vang tersebar di kawasan Lampung kebanyakan
hanya menyisakan fitur berupa benteng tanah dan menhir, dolmen, serta makam
leluhur. Beberapa jejak aktivitas kehidupan masa lalu juga dapat diketahui dari
artefak tembikar dan keramik yang dapat diperoleh di areal situs.

Adapun yang dimaksud dengan permukiman bertradisi megalitik dalam
tulisan ini adalah suatu jejak aktivitas manusia masa lampau yang masih
menggunakan anasir-anasir masa prasejarah, tetapi masa berlangsung
kehidupannya telah memasuki masa sejarah. Demikan halnya dengan kasus yang
terdapat di situs Serampang. Tinggalan di situs ini menunjukkan masih
digunakannya materi masa prasejarah berupa punden. Punden merupakan
bangunan yang disusun meninggi ke atas (Atmodjo, 1999: 35). Bentuk sepert ini
juga bisa disebut dengan nama tumulus. Tumulus merupakan gundukan tanah
buatan yang membukit. Pada masa prasejarah, khususnya pada masyarakat tradisi
megalitik, makam-makam sering dibuat dalam bentuk ini. Sebuah tumulus bisa
berisi satu atau lebih jenazah (Atmodjo, 1999: 43). Tinggalan ini mulai tumbuh
dan berkembang dari masa prasejarah hingga masa Islam.

Situs Serampang merupakan salah satu situs yang berada di kawasan
Rawa Sragi Lampung. Lingkungan alam kawasan Rawa Sragi merupakan daerah
pedataran yang rata dan saat ini sebagian besar merupakan lahan pertanian.
Kawasan yang dulunya rawa hampir sebagian besar sudah diusahakan menjadi
lahan pertanian dengan melakukan pengeringan. Pengeringan tersebut dilakukan
dengan cara membuat sodetan dan saluran-saluran air. Kondisi ini dilakukan
secara bertahap dan dikenal dengan nama Proyek Rawa Sragi.

Proyek Rawa Sragi dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pada tahun
1984 dikenal dengan nama Proyek Sragi I. Proyek ini seluas 2000 ha, meliputt
beberapa wilayah yang sekarang disebut dengan Desa Tanjungsari, Blimbingsari,
dan Mekarjaya. Ketiganya sekarang termasuk wilayah Kecamatan Jabung. Tahap
kedua, tahun 1986 disebut dengan Proyek Sragi II. Proyek ini seluas seluas 2700
ha, meliputi beberapa lokasi yang sekarang disebut dengan Desa Asahan, Desa
Mumbangjaya, Desa Bentengsari, dan Desa Adirejo. Ketiga lokasi ini termasuk
wilayah Kecamatan Jabung. Selain itu, Desa Labuhan Ratu dan Sumur Kucing.
Kedua lokasi ini termasuk wilayah Kecamatan Labuhan Ratu. Adapun tahap
ketiga tahun 1988 merupakan proyek yang disebut dengan Sragi ITI. Proyek int
seluas 900 ha, meliputi beberapa lokasi, yaitu sebagian Desa Bentengsari dan
Desa Adirejo. Kedua lokasi ini termasuk wilayah Kecamatan Jabung. Selain itu,
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juga Desa Kedung Ringin, Desa Purworejo, dan Desa Mulyosari. Ketiga lokasi
ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Pasir Sakt (Laili, 2008: 382).

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya beberapa
tinggalan yang berkait dengan jejak aktivitas manusia masa lampau. Hal yang
akan dikedepankan dalam tulisan ini adalah bagaimana karakter hunian yang
pernah terjadi di situs Serampang serta kapan aktivitas berlangsung, diukur
dengan pertanggalan relatif.

Secara umum dari tulisan ini akan diketahui pemukiman tradisi masa
prasejarah di Kawasan Lampung. Adapun secara khusus bertujuan untuk
mengungkap aktivitas yang pernah berlangsung di daerah tersebut serta kapan
aktivitas tersebut berlangsung.
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Peta Lokasti Situs-situs Kawasan Rawa Sragi
(Sumber Balai Arkeologi Bandung, 2008)

Kerangka Pikir

Istilah permukiman (sestlermeni) secara formal menurut Hadi Sabari Yunus
(1989) dikaitkan dengan hal-hal yang bersangkut paut dengan cara-cara
memukimkan atau proses memukimkan, dan dapat pula berarti proses
memukimi atau menempati tempat-tempat tertentu (Said, 2006: 1).

Pemilihan permukiman oleh manusia pendukung berkait dengan
kemampuan manusia dan lingkungan daerahnya. Sumber daya lingkungan
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tersebut baik yang berkaitan dengan macam dan jumlah serta kualitas udara,
angin, cuaca, air dan kelembaban. Selain hal tersebut juga berkenaan dengan
jumlah, macam, dan kualitas sumber-sumber alam yang digunakan untuk makam
dan minum, untuk dipakai sebagai peralatan (Suparlan, 1983: 20). Hal tersebut
sejalan dengan pendapat Butzer (1964) yang menyatakan bahwa beberapa
variabel yang berhubungan dengan kondisi lingkungan yang menyebabkan
manusia beraktivitas di suatu lokasi antara lain:

1. Tersedianya kebutuhan akan air, adanya tempat berteduh, dan kondisi
tanah yang tdak terlalu lembab;

2. Aksestbilitas yaag memudahkan manusia untuk bergerak misalnya
pantai, sungai, dan c:.au;

3. Tersedianya sumber makanan baik berupa flora maupun fauna, dan
faktor-faktor yang memberi kemudahan di dalam cara perolehannya,
misalnya habitasi, terr-at hewan biasa minum, batas-batas topografis,
dan pola vegetass;

4. Faktor-faktor yang memberi elemen-clemen tambahan akan binatang
laut dan binatang air, di dekat pantai, danau, sungai, dan mata air

(Butzer, 1964: 337).

Situs-situs permukiman yang tersebar di kawasan Lampung kebanyakan
hanya bisa menyisakan fitur berupa benteng tanah dan menhir, dolmen, serta
makam leluhur. Beberapa jejak aktivitas kehidupan masa lalu juga dapat diketahui
dari artefak tembikar dan keramik yang dapat diperoleh di areal situs.

Beberapa ahli arkeologi permukiman menganalisis pola persebaran dan
hubungan dalam tiga tingkat. Clarke (1977) membedakan keruangan arkeologi
dalam tiga tingkat ruang, yaitu: mikro, semi mikro, dan makro. Selanjutnya
Mundardjito (1990) mencgaskan bahasan tingkat mikro, pola yang dipelajari
berkenaan dengan persebaran ruang dan hubungan antarruang di dalam satu
bangunan, serta hubungan antara unsur-unsur bangunan dengan komponen-
komponen lingkungan alam. Dalam tingkat semi mikro atau meso dipelajar
persebaran dan hubungan antara bangunan-bangunan di dalam sebuah situs,
serta persebaran dan hubungan antara bangunan-banguanan dengan kondisi
lingkungan dan sumber daya alam. Tingkat makro mempelajari persebaran dan
hubungan antarsitus dalam satu wilayah, serta persebaran dan hubungan antara
situs-situs dengan kondisi lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini, satuan-
satuannya masuk dalam permukiman tingkat makro.

Menurut Gordon Childe evolusi peradaban manusia dibagi dalam tiga
tahap, yaita: savagery, babarism, dan civilization. Tahap savagery dianggap sebagai
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